FERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

WOMOR D TaHUN 1992

TENTANG -
USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALTAN GOLONGAN C DATAM
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

DENGAN RAXHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBEENUR KEPALA DAERAH TINGEKAT I SU':E’LFLTEEA SELATAN

Meninbang @ a.bahwa dalan rangka nempercepat pertunbuhan penbangun—

: an khususaya Usaha Fertambangon Bahan Galian Golongan

. C dan guna meningkatkan Pendapaton Asli Daerah (PAD)-

' naka sunber daya alam perlu dimanfaatkan secara opti-

nal

b.bahwa untuk pengelahan Usaha Pertambangan Bahan gali-

, an Golongan ¢ tersebut perlu diatur socarg terpadu ge

W hingea dapat menjanin kelangsungan kelestarian® sumbe¥
M daya alam yang berwawasan lingkungan | .

¢c.bahwa dengan ditetupkannya Keputusan Menteri Dalan-

Negerl Womor 32 Tahun 1991 tentang Pedonan Usaha Peprs-

IOt tanbangan Bahan galian Golongan ¢, maka Pergburan Dae

e : ran rropinsi Daerah Tingkat I Sumatepa Selatan Nono¥

16 Tahun 1987 tentang Usaha Pertanbangan Bahan Galian

Golongan ¢ dalam Propinsi marwex Titigeal 1 gunatera -

'{;g _ Selatan perl. dladakan penyesuaian pengaturannya
"%Ei' d.bahwa schubungan dengan hal-hal dinaksud naoka penye-
. PN sualan pengaturan Peraturan Daerah Propinsi Daeroh -
s Tingkat I Sunatera Selotan Nomor lo Tahun 1987 perlu

ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah Propin-
8l Daerah Tingkat I Sunatera Selatan. :

Penerintahan Di Dasrah ;

Z.Undang-Undang yomor 25 Tabun 1959 tentang Pembentuka
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan s '

E.Undung—Undang Momor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peratur
an Umun Retribusi paerah -

‘j& ? lengingat . l.Undang-Undang Womor 2 Tahun 1974 tentang Pokok-— pokok

}

4.Undang-Undang omor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan -
ketentuan pokok FPertanbangan :

! 5.Undung~Undunplﬂomor 1 Tahun 197¢ tentang Keselanatan-—

. " Kerja

. 61Uﬂdﬂﬂg—Uﬂdﬂﬁg Noror 5 Tahun 1999 tentang Pokok- pokok
I Femerintahan pesa ;
v ?.Undang~undang lonor 4 Tahun 1982 tentang 'Katﬂntuan—

s ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Buliidn Politie Reglenent (Staablaad 1930 Nomor 34%1) ten
tang Peraturan Keselomatan Kerja Tambang -

9.Peraturan Penerintah Nomor 32 qahun 1969 tentung pe-

Jaksunaun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang
Ketentuan~-ketentuan Tokok Fertambangan

lo.Peraturan



e

l0.Peraturan Penerintah Nomor 19 jahun 1973 teantang Pe
linpahan Tugas Keselanotan Kerja Pertanbangan

1l .Peraturan Penerintah Wonmor 2¢ Tahun 1980 tentang
Fenggolongan Bahan~bahan Galian

l2.Peraturan Penerintsh Womor 29 Tahun ".S86 tentang

Anallsis Nengenad Dampok Lingkungan 1

13.Peraturan Pencrintah Noror 37 Tahun 1986 tentang Pe
nyerahan scbagian Urusan Pamarlntuhaq dibidang Perc
tanmbangan kepada Penerintah Daerah Tingkat I ;

L4, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas dibi-
dang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertanba-
ngan, Transnigrasi dan Pekerjaan Unun :

15.Peraturan ilenteri Pertanbangan dan Energi Nonmor o4/
P/N/Pertanben/1977 tentang Pencegohan dan Penanggu-
langan terhadap Gangguan dan Fencemaran sebagai Akl
bat Usaha Pertambangan Unun -

¥ e

l6.Peraturan lenteri pPertanbangan dan Energi Nomor Q3/

P/u/Pertanben/1981 tentang Pedoman Penmberian Surat
 Izin Pertanbangan Dacrah untuk Bahan Galion yang bu |
lean Stratesis dan bukan Vital (Bahan galian Golong= |

an G )3 :

17.Keputugan ijenteri Pekerjaan Unun Nomor 458 /Kpts / -

- 1986 tentang Ketentuan Pengamanan Sungai dalan Hu-

bungan- dengan Pertombangan Bohan galian Golongan (;

18.Keputusan [jenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tohun 1991
- tentang Pedoman Usaha Pertanbangan Bahan Galian Go-

longan g3 _ : .
/ 2 Honier Dala, Aeaer; Movor. 73 Tadu 99,2, tntan
eyt G b I fror Mt J

nunggnv$uraqtujuun Dewan Perwakilon Rikyat Daerah Pro-
pinsi Daerah Tingkat T Sumatera selatan -

il
HMEKUTUSKAN

Menetapkan ; PERATURAN DaERAH PROPINST DAERAH TINGKAT I SUMATERA SE

LATAN TENTANG USAHA PERTANBANGAN BAHAN GALTAN GOLONGAN
C DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SETATAN.

BAB I
ZETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan s
a. Penerintan Daerah Tingkat I adalah Penmerintah Fro-
pinsi Dacrah Tingkat I Sunatera Selatan 3
“b. Gubernur Kepala Daeran

berrn adalah Gubernur Xepala Dae-
ran Tiongkat I sumatera Selatan

¢. Dinas Pertanbangan adalah Dinas Pertanbangan Propin
81 Daerah Tingkat I sunatera Selatan - -

d+ Kepala pinas Pertanbanzan adalahn Iepala Dinas per-
tanbangan Prop

i insi Daerah Tingkat I Sumatera Sela-
tan . '
b}

€. Fenerintah
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- Perierintah Daerah Tingkat IT adalah Fenerintah Kabupatanf

Kotamadya Daerah Tingkat IT Se-Suatera Selatan

BupatifWulikotnmadya Kepala Daerah adalah Bupatifﬁulikot&
nadya Kepala Daerah Tingkat IT Se-Sumatera Selatan s

Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Fertanbangan Propinsi Da

erah Tingkat I Sunatera Selatan :

Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pertambang
an Propinsi Daerah Tingkat T Suriatera Selatan

Bahan Galian Golongan ¢ adalah Bahan Galian yang tidak
ternasuk mahan galian Golongan g (Strategis) dan Bahan Ga
lian golengan B ( Vital ) sebagoimana dimaksud dalamn  Un=
dﬂng-undang Nomor 11 Tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah -
Nomor 27 Tahun 1980 :
Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan ¢ adalah segala
kegiatan usaha pertanbongan yang neliputi eksplorasi, -
oksploitasi, pungaluhanfpemurnian, bpengangkutan dan pen-
Jualan ;

Penyelidikan ynun adalah Penyelidikan secara genlgpri vour,
geofisika didaratan, peratran (wepungang tida™s lepas pan=-
tai) dan dari uda. 4, segala sesuaty dengan maksud  untuk
henbuat peta geolesi unmun ataoy untuk nenetapkan tunda—tqﬁ

da adanya bahan galian pada ununnya

Eksplorasi adalah segala keglatan penyelidikan geologi {'
pertanbangan untuk nenetapkan lebih teliti/seksann adanya
dan sifat letakan bahan galian : e i

Eksplni#asi adalah usaha pertanbangan dengan mukéud'untuk
menghasilkan bahan galion dan neranfaatkannya ;- '

Pengolahan dun_péﬁuruiun adalah pekerjaaon untuk nenpertin
81 mutu bahan galian sertq untuk nemanfaatkan dan nonperp
leh unsur-unsup Jang terdapat pada bahan gallan itu , bt

Pengangkutan a&nlqh'aegula usaha pemnindahan bahan galian
dan hasil pengolahan/perurnian bahan galian dari Wilayah
eksplorasi ataou tonpat pengolahan /perurnian 3 R

Penjualan adalah segala usdaha penjualan bahan galian dan
hasil Fengolahan/penurnian bahan galian

Reklanasi adalan setliap pekerjaan yang bertujuan nenperbai
ki, nengenbalikan kemanfastan abau meningkatkan daya guna
an yang diokibatian oleh usaha pertanbangan uman

Eonservasi sunmber daya alam adalah rengelolaan sumber da-
Ja alan yang nenjanin penanfaatannya secara bijaksana dan
bagl sumber daya alan terbaharui menjanmin kesinambungan -
persediaannya dengan tetap nenelihara dan neningkatkan
kwalitas nilai dan keanekaragaman

3

Kuasa Pertanbangan Daeragh Jang berisikan wewenang untuk
nelakukan kegiatan Serua atau sebagian tahap usaha per-
tanbangan fnhan Galian Golongan ¢ ;

Retribusi/Turan adalan bunguton atas izin dan
nanbangan Bahan Galian Golongan ¢ oleh Penerintah pneral

kepada setiap orang atau Badan Usaha yang telah neniliki
Surat Izin Pertambangan paergh ( SIPD )

produksi pe



BAB IT
JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 2

Bahan Galian yang termasuk Bahan Galian Golongon ¢ adalah
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Granit, Andesit, Basalt, Trakit (Batu Bangunan) ;
]
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37. Tanah Liat

a. Tanah Liat Tahan Api ;

b. Tanah Liat Ball ( Ball Clay )

¢. Tanoh Liat untuk Bshan Bangunan (Batu Bata, Genteng,
untuk Industri gemen) ;

d. Tanah Urug,

BAB III
WILAYANT PERTAMBANGAN
Fasal 3

(1) Gubernur Kepala Daerah nenetarkan wilayoh pertambangan-
Bahan Galian Golongan C.

(2) gGubernur ¥Kepala Daerah apabila dianggop perlu dapab new

nentukan lokasi yang tortutup untuk pertambangan Bahop
Galian Golongan C.

Pusa} 4

Gubernur Kepaly paerah burdusaikan pertinbangan tertentu da
rpat nenutup sebagian dan atuwu seluruh wilayah rertanbangan=
sebagainana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini,

BAB IV
WEVENANG DAN TANGGUNG JAEﬁB
Pasal 5

Wewenang don tanggung jawab Usoha Pertanbungan Bahan Galian
Golongan ¢ dilakukan oleh gubernur Kepala Daerah yang dilak
sanakan oleh Kepala Dinas Pertambanenn. ' T

Pasal &

Wewenang dan tanggung jawab sebagoinana dimaksud pasal 5 Pe

raturac Dacrah inil meliputi -

a. Menbing dan nengkoordinasikan seluruh kegiotan Usaha Per
tanbangan Bahan Galian Golongan ¢ yang mempunyai Surat =
Izin Pertambangan paerah ( STPD )

b. Me}akukan_upuyu renertiban seluruh kegiatan Pertambangan
Bahan Galian Golongan ¢ yang tidak nemnpunyai SIPD ;

c. Helakukan Pengendalinn dan Peng
fa pertambangan bahan galian e}
tentuan yang berlaku

awasan atas kegiatan usa-
longan ¢ sesual dengan ke

d. Menberikan izin penanbangan Bahan Galian Golongan Q.

Pasal 7

Pandntuani rponeptatan, penetapan dan

emuwlgutan rotribugi -
sahan Galian Golongan ¢ dilakukan olap ns

h Dinas Pertambangan.

--------------------
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BAB- WV
PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Pasal 8

(1) Setiap Usaha Pertambongan Bahan Galian Golongan C hanya
dapat dilaksanakan setelah mendapat SIPD darl Gubernur
Kepala Daeroh atau Bupati/walikotamadya Kepala Daerah -
sepanjang urusan tersebut telah disorahkan oleh pPenerin
tah Daerah Tingrkut I kepada Pemerintah Daerah Tingkat -
1T yang bersangkutan.

(2) SIPD scbagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat be-
ripao

O. SIPD Eksplorasi
b. SIPDL Eksploitasi :

¢« SIPD Pengolahan/Penurnian

d. SIPD Penpungkutan dan Fenjualon.

5

(3) SIPD seboguimana dimaksud ayat 52) pasal ini uptuk Ba-

~don Usaha yong nenggunakan pasilitas Penanamon Modal ai
Laksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-updangan =
yang berlalyg.

Pasal 9

sSurat Izin Pertpnbangan Daerah ( SIPD ) dapat diberikan ke-
pada

a« Ferusaghoan Daeran

t. kKopera s i

¢+ Badan Usaha Milik Negara ;.

d. Badan Hukunm Swasta yang didirikan sesuai dengon Peratup-
an Perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan -
di Indonesia, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan
Indonesia serta bertenpat tinggal di Indonesia dan marpn
nyail lapangan usaha dibidarg Iolvanvangun g

¢. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertorie
pat tinggal di Indonesia dengon mengutanakan mereka yang
borterpat tingeal di paeran Tingkat IT tempat terdapatnya
bahan galian golongan ¢ yung bersangkuban

f. Perusahaan dan Modal bersanma antara Negara/Badan Usaha -
Milik Negara disatu pihak dengan Pemerintah Daerah Ting-

kat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat II atau Perusa-
haan Daerah dipihak lain 3

Z. Perusahaan dengan jodal bersama antara Negara/Badan Usa-

ha Milik Wegara dan atou penerintah Daerah Tingkat I/Pe-
nerintan Daerah Tingkat IT/Peruschaan Daerah disatu pi-
hak dengan Koperasi, Badan Hukunm Swasta atau Perorangan=
terscbut pada huruf b, 4 dan o dipihak lain,

Pasal 10

(1) Surat Izin Pertambangan Dacrah (SIPD) diberikan setelah
nengojukan pernohonan kepada gubernur Kepala Daerah (g.
Kepnla Dinas Pertanbangon atau Bupati/Walikotanadya Ke-
paiu Daerah Cq.Kepala Cabong Dinas Pertanbangan seten-
p i - "

(2) Permohonan

---------
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(2) Permohonan SIPD harus dilampiri dengan :

a. Peta Situasi yilayah Pertambangan yang dimohqq dengan
Skala antara 1 : 1.000 s/d 1 : lo.ogg yang ﬂllgut pa-
da Titvik tetap dan batas-batas koordinat yang jelas;

b. Salinan pkte Pendirian Perusahaan yang nenyebutkan -
usahanya dibidang pertambangan dan telah didaftarkan-
di pengadilan Negeri setenpat i

c. Keterangan nmenpunyai Tenaga Ahli Pertambangan  dengan
Syarat Pendidikan dan pPengalaman Kerja sebagoi beri-
luat H

1) sarjana Teknik Fertanbangan/Geologi :

2) Sarjona Muda Tekunik Pertanbangan/Geologl

3) Sarjana Jurusan lain yang nempunyai pengalanan ker
Ja minimal 5 tohun pada aktifitas penambangan de=
ngan dibuktikan keterangon dari perusahaan yang -

bersangkutan

%) Ber-Ijazah SLTA dengan Pengalanan Kerja nininal 1Q
tahun pada aktifitas penambangan : ;

5) Dengan discrtai keterangan kesanggupan, daftar pi-

wayat pekerjaan, photo copy KTP yang bersapgkutan-
dan photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir,

d. Bank Garansi/Refrensi Bank masingungsign untuk :
a, Luas areal s3/d 1 Ha aebegar Rp. 250,000,
b. Luas areal diates 1 "o /4 U ua sevcesar #p,500,000

¢, Luas areal diatas 5 Ha s/d 10 Ha sebesar p.E.DGD.éOD,—

d. luas areal diatas 10 Ha s/d 50 Ha sebesar Rp.5.000,00

e, Luas areal diatas 50 Ha sebesar Rp,10.000,000,-
€. Nomor Pokok Wajib Pajak ( WPWP ) ; '

£. Photo Copy KIP.

(2) Gubernur Kepala Daerah sebelun nenberikan SIPD terlebih-
dohulu dimintakan pendapat dari '

ae. Bupati/Wolikotamadya Kepoala Daerah dalanm bentuk Roko-
nendasi berdasarkan Pengumuman setenpat :

De Kepala Kantqr ﬁilayuh Departemnen Pertanbangan dan
Energl Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan :

Instansl terkoait lainnya bila dianggop perlu tentang
adanya hak-hak atas tanah serta masalah gangguan  dan
pencenaran tata lingkungan hidup

Untuk areal diatas 50 Ha terlebih dahulu dimintakan -
rekonendasl dari lenteri Pertambangan dan Energi C/qe
Dirjen Pertanbangan Unum.

Ce

(%) Bupati/walikotanadyg Kepala Daeroh sobelun nmemberikan
SIPD terlebih dahulu ﬁlmlntukan rekonendasi dari

4. Canat setenpat

L27 Instansi terkait lainnya di Daerch bila dianggap per-
lu,
Posal 11
Dalam hal terdapat lebih dari satu Fenohon dalam satu lokasi
yang sana naka SIPD diberikan kepada pemohon yvang nemenuhi -

syarat, dengan nengutanakan pernohonan yang terlebih dahulu
diterima oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 12 ...,

i

&
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Pasal 12

Masa berlakunya gurat Izin Pertambungan Daerah (SIPD) bera-
khir karena :

as Dikembalikan oleh pemegangnya :

b. Dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang :
¢. Berakhirnya batas wakbu yang diberikan tanpa permohonan-—
perpanjangan,

Pasal 13

Penegang SIPD dapat nengembalikan SIPD sebagainana dinaksud
pada Pusol 12 huruf a Peraturan Daerah ini dengan cara :

a« Menyamnpaikan perayataan tertulis kepada Gubernur Kepala
Dacrah
be. Pernyataan tersebut disertai dengan alasan yang cukup ;.
c. Pengembalian SIPD dinyatakan syah setelah mendqputkan -
persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah,
_ Pasal 14
Penbatalan SIPD sebagainana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b
Poraturan Daerah ini dapat dilakukan dalan hal
a, Terdapat kekeliru

salahan penohon

an dalam gurat Izin, sebagai akibat ke-

b. adanye pelanggaran toknis yang dipandang dapat pengancan
/nenbohayakan lingkungan hidup

¢. Selann 2 (dua) tohnn oo Susub-turut setelah surpt Izin -

- diterbitkan tanpa adanya kegiatan eksploitasi ( untuk =

SIFD Eksploitasi ), :

d. Selama 9§ (sembilan) bulan berturut-turut setelahn beropeo-
rasi (oksplorasi/cksploitasi) tidak nelaporkan kegiatan-

nya ;

e, Adanyn pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku ; :

f. Tidak nmematuni dan atau nengindahkan petunjuk yang dibe-
rikan oleh Pejabat yang berwenang nmengenai renvelenggara
an Usaha Pertacbangan dan atau tidak nengindohkan kewa-—
jiban-kewajiban scbagainana tercantum dalan SIFD.

Pasal 15

(1) Jika berakhir karena hal-hal dimaksud dalam pasal 12,13
dan 14 dalan Peraturan Daeraoh ini, naka

L]
d. Ségala beban yang ne

njadi tanggung jawab Penegang -
SIPD harus diselesai

kan menurut hukunm yang berlaku,
Wilayah Tzin Fertanbangan Daerah kembali
gara/penerintah Daerah Tingkat T dan atau
Daerah Tingkat IT

C. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengananan bangu
nan-bangunan tambang dan kelanjutan penambangan  Ba=

han Galian Golongan ¢ nenjadi hak dan tanggung jawab

Pemerintah Daeran Tingkat I dan atou Pemerintah Dae-—
rah Tingkat IT tanpa ganti rugi kepada Penegang -
SIPD : '

¥
d. Badan Usaha atau peroratngan penegang SIPD yang ber-
sangkutan harus menyerankan semun klise bohan-bahan-
beta, ganbar-gambar ukuran tanah dan senua data-data

hasil penelitian kepada Gubernur Kepala Daerah tanpa
ganti rugi.

b dikuasai Ne
Penerintah

(2) Gubernur ....,

® 8o omog



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4).

(2)

(&)

(1)

(3)

Gubernur Kepala Daerah nenetapkan woktu yang diberikan tg
pada penegang SIPD terakhir untukngmlnﬂahkanjmquungkut-
segala sesuatu yang menjoadi halk niliknya, kecuali ~ bahan
bangunan yang disebut pada ayat (1) huruf ¢ Pasal ini,

Barang/Bangunan yang tidok dipindabkan/diangkut dalan ba-
tas waktu yang sudah ditentukan dimoksud dalan ayat (2) =
Pasal ini menjodi nilik Pemerintah Doerah Tingkat T an
atau Penerintah Daerah Tingkat II.

ilpnyinpang dari ketentuan ayat (1) Pasal ini,apabila SIFD
dibatalkan demi kepentingan Negara/Penerintah Doeraoh Ting
kat I dan atau Pemerintah Daerah Tingkat IT diberikan gan
ti rugi yang patut dan wajar kepada pemegang SIPD sesual
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Luas Wilayah Pertanbangan dapat diberikan untuk 1 (satu )
SIPD maksinal 10 (sepuluh) Hektar. :

Kepada perorangun nafya dapas diberikan 1 (saty) SIPD, sgeo

dangkan kepadg padan Hukun dan Koperasi dapot diberikap =
Agkginal 5 (lima) SIPD.

perpohonan SIPD dengan junluh naksinal 5 {1inu) buah de-
ngan luas nasing-pasing maksinal 1o (sepuluh) Ha. untuk-
Bahan Galian yang sejenis dalan 1 (satu) lokasi,Guberaure
Kepala Dacrah dapat memberikan 1 (satu) sIPD, °

SIPD untuk luas wilayah melebihi 50 Ha
yang terletak dalam satu wilayah haaya

oleh GuhernurlKEPala Yaerah setelah mendapat persetujuan -
/rﬁﬂomendasi Henteri Pertambangan dan fnergi Cq, Diraktar-
mMmmlanmmm@MTMMh ; a

SIPD terscbut pada ayas (%) Fasal inl nanyua aapuav aifosi-

kan untuk satu jenis bahan galian dengan luas wilayah rmok
simal 1.000 (Seribu) Hektar, : B

(1ima puluh) hektan
dapat diberikan -

Pemegang SIPD dupat menciutkan Wilayah kerjanya dengan ne
ngenmbalikan scbagian atau bagian-bagian tertentu dari wiZ
layah termaksud atau memindahkan haknya kepada pihak lain
dengan persetujuan gubernur ¥epala Daerah.

Pasal 17

Pemberian gurat Tzin Pertanbangan Doe
gangka‘waktu naksinal 30 (tiga puluh) tahun dan dapat di-
pupmmmgnﬁmumle(mm}kﬂipmmmmmmm1Mmgm na-

Slng-Hasing perpanjangan jangka waktunya naksinal 10 (ge-
puluh) tahun.,

rah diberikan untuk

Penberian SIPD melebihi ketentuan Stbagainana dinaksud -
ayat (1) Pasal ini hanya dapat diberikan oleh Gubernur Ke
pala Daerah setelah nendapat persetujuan lenteri Pertombs

Rgan dan Energi ¢g.Direktur Jenderal Pertanbangan ymum, ~
poermohonan perpanjangan izin stbaguinana dimoksud ayat
El} Fuasul ini diajukan keponda gubernur Kepala Daerah 32 -
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Pasal 18 j?fk%J

(1) Gubernur Kepala Daerah melimpankan wewenang pemberian -
SIPD kepada Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah untuk Wi
layah Pertambangan naksinal5—lizmer Hekbtar tanpa neng=
gunakan peralatan berat dad atau bahan celedak.

(2) Pelinmpahan sebagainana dimaksud ayat (1) Pasal ini neli
puti Bahan Galian Golongan ¢ sebagai berikut -
4. Berbagai Jenis Tanah
1) Tanah Liat Tahan api :
€) Tanah Liat Ball ( Ball Clay )3

5) Tanah Liat untuk bahan bangunan (Batu Bata, Gen-
teng dan stbogainya) '

4) Tanah Urug.

.
¥

b. Berbagai jenis batu-batuan yang berbentuk Pasir dan

Kerikil, bongkoh vang dipergunakan untuk bahan bangu
naon, - '

(3) Penorbitan SIPD Eksplorasi dan Eksploitasi dengan areal
sanpai dengan 50 (lima puluh) Hektar, Gubernur Zepala
Daerah éepsat melinpahkan kewenangan penanda tanganannya
SIPD kepada Kepala Dinas Pertanbangan atos nama  Gubep-
nur Fepala Doerah.

BAB VI
KEWASIBAN PEMEGANG SIPD

V/,f’ | Pasal 19
(1)

Penegang SIPD wajib nembayar Turan tetap dan Turan Ek-
splorasi/Eksploitasi [Turan Produksi sesual dengan ko=
tentuan yang tercantunm dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat
(2) Peraturan Daerah ini.,

(2) Pemegang SIPD wajib melaksanakan kewajibannya dibidang-
pengusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, teknik pe
nambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingku=
ngan hidup sesual dengan ketentuan yang berlaku dan pe-
tunjuk-petunjuk Pejabat yong berwenang.

(3) Guna kepentingan keselanatan don kelestarian lingkungan, |
kgpada rFenegang surat Izin Pertanbangan Daerah (SIFD) - |
diwajibkan nenbayar/meayetor uang jaminan untuk reklana |
si areal kepada Pemerinkah Daerah Tingkat I yang besar=

- bya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur ye-
pala Davrah.

(4), Pemegang sIPD wajib memberikan laporan sec i

Jib T ara tertuli
pelaksaﬂaan kegiatan usahanya setgap 3 (tiga) bulaﬁlsgkgf?f
kepada Fubernur Kepala Daergh Cq., Kepala Dinas Pertambangan
dengan tembusan kepada Direktur Jen
Direktorat Teknik ?
Pertambangan dan inergi

Walikatamadya Kepala Daeran serta Cabang Dinas Pertamhangm}g¢
w—w. B mm—y _— il . — . A e e e R N

i

]

(5) Kewajiban sebaguinana tersebut dalanm ayat (1) ), (3)- R
dan (4) Pasal ini dican unkan dalan setiap surat ﬁeéutu ﬁﬁ
san Penerbitan sTPD. : -

BAB VIT weevnnninnn.



ObJjek Retribusi terdiri dari
a. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksplorasi
D. Surat Izin Pertanmbangan Dacrah (SIPD) Eksploitasi

BAE VIIL }
EETRIBUSI
Bagian Kesatu |
Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 20
H

¢+ Hnosil produksi yang diperoleh dari Eksplorasi dan

atau Eksploitasi.

Pasal 21

Subjok Rotribusi adalah setiap orang atau Badan Uscha yang te
lah menperoleh SIPD dan nelakukan Eksplorasi dan atau Eksploi

tasi.
Bagian ¥edusn
Penungutan
Pasal 22
(L

(2)

(3)

Perungutan Retribusi hasil Produksi Bahan Golian Golongan
C dapat dilakukan dengan sisten/cara sebagai bherilkut

a. Sisten Laporan dari Pemegang Surat Izin FPertambangan -

Daerah (SIPD) dengan pengawasan langsung oleh petugas
Dinas Pertambangan

b. Sisten rendat
bangan

H

aan dilapangan olch petugas Dinas Pertan-

C. Melalui Kontraktor atau pemakai lainnya seloku  wajiv

pungut {Wapu) yang langsung bertanggung Jawab sepenuh-
nya atas pembayaran rebtribusi .

d. sistem Tol/dengan Sistenm Xarcis.

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi stbagalnana dinoksud -
ayat (1) Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dalan Ke-
putusan Gubernur Kepala Daerah.

Petugas Wajib Pungut Retribusi Bahan Galian Golongon ¢ -
adaloh Aparat Dinas Pertambangan yang ditunjuk dengan Su-

rat Keputusan Gubernur Keprala Daernh atas usul Kepala pi-
nas Pertambangan.

Pasal 23
Sermua hasil penerinaan retribusi disetorkan secara Bruto
ke Kas Daerah Propinsi Dacrah Tingkat I Sumatera Selatan.
Hasil Penerinmaan Retribusi se
Fasal ini dikurangi ;

bagainana dinaksud ayat (1)-

a. Upah Pungut (Uang Ferangsang) scbesar 5 % (lina persen)

be Biaya Operasional dapat disisihkan maksinal sebesar -
10 (sepuluh persen);
C. Setelah dikurangi upah pungut dan biaya operasional se
bagninana dimoksud huruf a dan b ayat (2) Pasal ini 4%
adakan penmbagian sebagai BerikuF -
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1) 30 % (tiga puluh prosen) untuk Pemerintah Daerah Ting
kat T .

2) 70 % (tujun puluh prosen) untuk Pemerintah Daerah -
Tingkat II yang bersangkutan,

(3) Pembagian hasil pungutan untuk Kelurchan/Desa asal sun-
ber bahan tanbang diserahlan rengaturannya kepada Bupati
/Walikotanadya Kepala Daergh yang bersangkutan.

Bagian Ketign
Peralvungon Retribusi

Pasal 24

(1) Perhitungan Turan Tetop dan Turan zksplorasi/Eksploitasi
(Turan Froduksi) besaraya ditetapkan oleh Kopala  Dinag
Pervambangan berdasarkan data yang telah disappaikan pe-
lalui rengisian formulip seperti tersebut dalan Lanpiran
IV Peraturan Daerah ini,

(2) Besarnya Iuran TeGap, Iuran Eksplorasi dap Eksploitasi -
ditetapkan nenurut jenis atau kﬁaaifikugi Bahan galian -
Golongan ¢ per Ton atay per Meter Kubik yang keluar dari
lokasi penanbangan seperti tersebut dalan Lampiran TIT -
Peraturan Daerah ini. L —

(3) Dalan hal Wojib Tur tidak nengisi formulirp Jang telah -
diberikan scbagainana dinaksud dalon ayat (1) pasal ini
atau data Jangg diberikau-dipandang tidak sesuai dengan -
keadaan sebonarnya, naka Kepala Dinas Pertanbangan dapat

nengeluarkan ketetapan secara Jabatan berdasarkan Taksa-
51 (taksiran dilapangan), ;

/"‘ Bﬂgl an Ke E}-’:lp at

5 Ferbayaran Retribusi
| ~ Pasal 25

|

| (1) Pembayaran Retribusi atas hasil produksi yang diperoleh~ |

? harus dilukﬂunakﬂn-paling lanbat Pada wakbtu hasil produk |
si akan dijual/dipergunakan atou rada waktu diangkut ke=
luar dari Propinsi Dacrah Tingkat I Sumatera Selatan dan |
atau Kabupatunfkotanadya Daerah Tingkat IT setempat., '

(2) Pembayaran Turan Tetap untuk awal usaha peranbangan _hu—;
rus dibayar setiap tahun terhitung sejax diterbitkannya-|
Surat Izin Fertanmbangan Daeran (SIFD) /

(3) Keterlambatan atas peubayaran retribusi hasil produksi > |
Jang nelebihi 15 (ling belas) hari verhitung dari . gaat
penetapan Surat Fetetapan Retribusi (SKR) dikenakan den- \
da sebesar 5 g (lima brosen) setiop bulan dihitung dari
pokok retribusi Jang terhutang dan dalan Jangka waktu se
lama~lamanya 12 (dua belas) bulan. , - \

dﬁ?'ﬁhbernuf Kepala Daerah dapat memberikap keringaﬂan}peng—
hapusan penbayaran retribusi hasil produksi setelah pene
Bang SIPD mengajulkan surat permohonan keringananfpengha:
DUusan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah nela
lui Kepala Dinas Pertanbangan , -

|
(5) Dikecualikan, ... . e j

f

i
i

——



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(4)

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), (2) dan (3) Pasal
ini terhadap : :

-

4. Orang atau Poicn [jaxun yong nelakukan Penanbangan Ba
han Galian Golongan ¢ untuk uendlr;kan bangunan ke=
pentingan Agamna dan Pendidikan Sosial s

b. Penduduk didalan lingkungan lokasi yang menghasilkon
Banan Galian Golongan ¢ sekedar untuk mendirikan ru-
nah tenpat kedianan sendiri yoang bukan untuk rumah -
sewaan dan runah perusahaan.

Pasal 26

Penbayaran Turan dapat dilakukan puda kantor-kantor Ca-

bang Dinas Pertambangan yang sclanjutnya disetor ke Xas
Daerah Propinsi Daerah Tingkat T Sumatera Selatan.

Setiap pembayaran Iuran ditambah bilaya pdministrasi dan
Bea Setor sesual dengan ketentuan Peraturan yang berla-
ku di Kantor Pos dan Giro. voE

BAB VITI
PEMBIAAN DAY PENGAVASAN

Bagian Kesatu
Inventarisasi Data Wilayah Pertambangan

Pasal 2Y

Dinas Pertambangan dapat melaksanakan inventarisasi/po-
metaan Bahan Galian Golonsan ¢ sertao Eksplornsi potensi
Bahan Galian yoag Gelunm dinanfaatkan.

Inventarisasi Data dan pengukuran rotensi atos ugaha Ba
han Galian Golongan ¢ dilakukan terhadap orang/badan =
usaha yang sudah mempunyal STPD nauvpun terhadap wilayah
pertanbangan yanyg belum diusahakan

Bagian Xedua
Fengendalian dan Pengawasan
Pasal 28

Penbinaan, Pengunduliun dan Pengawasan Retribusi Usaho=-
Pertvanbangan Bahan Galian Golongan ¢ dilaksanaken oleh
Dinas Pertambangan.

Pejabat Inspeksi Tambang Daerah adalah Pejobat Pelaksa-
na dari Gubernur XKepala Daerah dalan Bidang Pengawasan.

renbinaan, Fengendallan dan Pengawasan sebagainana di-
naksud ayat (1) pasal ini neliputi mata Ccara Pengusahao-
an atau teknik Penanbangan, Kesehatan dan Keselamatan -

Ferja serta Pengelolaan Lingkungan Usaha Pertanbangan -
Bahan Galian Golongan ¢

Untuk kepentingan Punpendalian 4
Instansi atou Badun Usaho Jang mengusahakan pertanbang-
an Bahan Galian Golongan ¢ wajib memberikan kesenpatan-
kepoda petugas untuk nengadakan penieriksaan, penelitian

bailk yarg bersifat pdministrasi Daupun secara teknis -
operasional.

an Pengawason, setiap -

FPasal 20 .. ......
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FPasal 29

(1) Dalam mengefektifkap pragulan reerlousi hasil pro@ukai
Bahan Gallan Golongan C dan menjaga kelestarian lingku
ngan serta upaya reklonasi apabila dipandang perlu Pe=
nerintah Daerah dapat nembentuk Team,Pam?lna Pertnnha—
agan Bahan Galian Golongan ¢ terdiri dari antara lain:
4. Dinas Pertambungdn 3

b. Kantor Wilayah Departenen Pertambangan dan Energl -

Propinsi sumatera Selatan ;
¢+ Bupati/yalikotamadya Kepala Daerah g
d. Biro Hukun setwilda Tingkat I Sunatera Selatan

3]

i
- Biro Bina XKependudukan dan Lingkungan Hidup Setwil-
da Tingkat I Sunatera Selatan :

f. Biro Bina Penerintahan Daerah :

g+ Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Sotwilda -
Tingkat I Sumqtera Selatan '

h. Dinas Pekufjuun Uriun Pfopinsi Daerah Tingkat I Suna

. tera gelatan. s

ﬂ-%%@%w" f"ﬁ..."“"% ey
() Tean sebogainana fdimaksud dalanm ayat (1§ pasal ipi da-

lan pelaksanaap tugasnyc bertanggung jawab keppdo Gu-

bernur Kepala Dacrah dan secara berkala nenyompaikan -

laporan kegiantan: pembinaan, pengendalian dan pengoawas-

(3) Loporan sebagainana dinaksud dalan ayat (2) pasal ini
selanjutnya disampaikon kepada Menteri Dalanm Negeri Cq

Diﬁcktcrut Jenderal Pemerintohoan Umun dan Otononmi Dag-
roh. o

Pasal 30

(1) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Kepala Inspekal
bang Daerah.

(2) Kepalo Inspeksi Tambang Daerah dibantu oleh Deputi Ke-
pala Inspeksi Tambang Daerah, Para Pelaksana Inspeksi

Tanbang Daerah dan Para psisten Peloksana Inspeksi Tan
bang Daerah.,

(3) Gubernur Kepala Daerah nenetapkan persyaratan dan tata
cara pongangkatan Kepala Inspeksi Tanbang Daerah,Depu~
ti Kepala Inspeksi Tambang Daerah, Pelaksana Inspeksi-

Tanbang Dacrah dan Asisten Pelaksana Inspeksi Tanbang-
Daerah.

Tan-

Pasal 31

Biaya Qpergsional untuk menunjang pengendalian

: _ dan pengawa
san sebagaimana dinmaksud pasal 27

28 dan 29 Peraturan Dag

rah ini ditetapkan lebih lanjut oleh gubernur Kepala Dae=
rah.
BAB IX
KETENTUAN FIDANA
Pasal 32

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalan  Ppasal
& ayat (1) dan Fasal 19 ayat (1),(2),(3) dan (4) Pera-
turan Daerah ini diancam dengan” hukunan kurungan sela-

na-lananya 6 {(enoam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya
#.50.000,~ (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak ....
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(2) Tindak Pidana subugdimana dinagksud ayat (1) pasal ini
adalah pelanggaran.

BAE X
PENYIDIKADN
Pasal 33

(1) Selain Pejabat Penyidik Umun yung bertugas menyidik tin-
dak pidana, venyidikan atas tindak pidana sebaguinana di
naksud dalam Peraturan Daeran ini dapat juga dilakukan =
cleh Penyidik Pegawai Negeri sipil (PENS) di lingkungan-
Penerintah Dacran Tingkat I yang rengangkatannya ditetap

kon sesuail dengan Peraturan Perundang-undangan yang ber-
laku,

(2) Dalam neglaksanakan tugas penyidikon, para Pejabat Penyi-
dik Pegawal Negori gipil sebagainana dimaksud ayat (1) -
Pasal ini berwenang '

a. lMeneriksa Laporan atau Pengaduan dori seseorang ten-
tang adanya tindak pldana '

b. Melakukan tindakan pertana pada saat itu difenpat ko-
jadian serta melakukan peneriksaan 3

C. Menyuruh berhenti scorang tersangka dan neneriksa tan

da pengenal dari tersdngka 2

d. Melukukan penyitaan benda atau surat 3
€. Mongambil sidik jari dan nenotret seseorang 3

L+ Hemanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa seba

gal tersangkﬂ atau saksi

g+ lMendatangkan orang ahli yang diperlukan dalan hubung-
annya dengan pemeriksaan perkara 3 -

h. Menghentikan penyidikan setelan nendapat petunjuk da-
ril Penyidik Urunm baohwa tidak terdapat cukup bukti -
atau peristiwa tersebut bukan nerupakan tindak pidana
dan selanjutnya nmelalui Penyidik Unum memberitahukan-
hal tersecbut kepada Penuntut Unu, torsangka atau ke-
luarganya :

i. Mengadakan tindakan lain nenurut hukun yang dapat di-
rertanggung jawabkan.

BAB XI
KEETENTUAY PERALIHAN
Pasal 34
SIPD yang dim%liki ocleh Badan Usaha Milik Daeroh, Koperasi ,
Badan Usaha Kilik Negara, Badan Hukum Swasta, Badan-badan la
in dan pererangan yang nemperoleh hok berdasarkan Peraturan

vyang adn sebelun saat berlokunya Peraturan Daerah ini dinya-
takan tetap 'berlaku sanpal habis masa berlakunya.

BAB XII
KEETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, naka Peraturan Dae-
rah Propinsi Dpaerah Tingkat I Sunatera selatan Nomor le mTa-
nun 1987 tentang Usaha Pertanbangan Bahan Galian Golongan (
dalam Propinsi Daeran Tingkat I Sumatera Selatan sebagainana
telah dirubah dengan reraturan Daerah Fropinsi Daerah Ting-
kat I sumatera selatan Nomoy © Tahun 1990 beserta segala Pe-

raturun'rulaksnnaannya dinyatakan tidak berlalu lagi.
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Pasal 36

(1) Hal-hal yang belun diatur dalam Peraturan Daerah ini,akan
ditebapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala
Doaerah sepanjang nengenai pelaksanaannya.

(2) iiiaFurﬂﬂ Daeran ini mulaol berlaku pada tanggal diundang-
- 3

Ny ggﬂr setiap orang nengetoahuinya, menerintahkan peng-
undangan Peraturan Daerah ini dengan penenpatannya dalan
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Sela-

tan.-
Palenmbung, 14 Januari 1992,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
PROPINSI DATI | SUM.SEL SUMATERA SELATAN,
KETUA,
dto
dto

H. RAMLI HASAN BASRI
H. ZAINAL ABIDIN NING

DIBSAHEKAIN:
Dengan surat Keputusan Menteri palan Negeri
Tanggal @, 700~ H9L Nomox., 740; 26 — 125

DIREKTCRAT JEHDER&L.PEMERIHTAHAH UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

JDRS+ WMOCH.DLADJIAD

DIUNDANGEAN
Dalan TLembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat T
Sunatera Selatan

Nomor.....é’......, Tahun'(f"?f.. sarie..:’-'.g....
Pada Tanggal .43 A < O

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,,
dto

H. M. ARUB, SH
Ean=r e o 20 ST ETL'D-J!!IEE falard)

PEifANEAN

Densan Speas—tvenimam g Meniari
i  ILFael 1 {0 teri Dala
Tt zm’&ﬁw alam NEE’EH
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LAMPIRAN IIT : PERATURAN DAERAH FROPINSI DAERAH TTNGEAT I

SUMATERA SELATAN

NOMCR

TANGGAL
TENTANG

i

Lhl

: USAHA PERTANBANGAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C DALAM PROPINSI DAE-
RAH TINGKAT I SULATERA SETATAN.

DAFTAR: TABEL IURAN TETAP DAK IURAN EXSPLORASI/EKSPLOITAST
PERTANMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

E==H¥*HE:===32=ER===¥===IE====I"""‘I=

EGMGEi NAMA JENIS BAHAN GATIAN

::',.';I-

=EE===Fﬂ!====IF'F=FEEEH:EEEETEEEHEE:EEEEEB

. 2 ' TURAN TETAP
JUMLAH IURAN PER M~/TON (PER Ha/PER TH.

-1 2 ! 3 “
e L
. l.iNWitrat R 1.400,- Eksplorasi
2. 1Pospat I R. 1.900,- %ﬂgiEkaplﬂl'
3. | Garam Batu D R 1.400,- Rp.5.000 , -
4. 1 A s b e s } Bpe 1.700,- (%tgguﬁihg -
¢ 5 [ Talk } Rp. 1.700,- "
6.l Mikay | Rge 1.700,~-
7. Magnesit !'m. i-?OD,w
8. ! Grafit I R, 1.700,-
9. Yarosit ! fp. 1.700,-
10. ! Leosit Fae 1.700 .~
11. Tawas ( alum ) e Le400,~
12, Cker fFoe Le200,-
13, | Babu Pernata 10 % dari harga'jual
14. | Batu Setengah Pernata 10 % dari harga Jual
15, Pasir Kwarsa Fve 1.250,-
Pasir utk bahoan bangunan fipe 500, -
Pasir Urug Rp. .A%e:—gﬁﬁ%__

19.
20.
zLl.
22 .
03,
. 2,
25,
26,
28.

Keoldin
Pels Far
Gip s
Bentenit
Zeoilit
Batu apung
Tras
Obsidian
Perlit
Tanah Diatone
Tanah Serap

Marnoen
Eatu Mulis

- — — — B I L I T e ———
[ ———, A m G A mem g B — - A mem g gea a— & .

e 1L.500,~-
e 1.200,-
R}J. 1-200:"‘
fpe 1.200,~
fp. 1.200,-
Rpe 1.200,~
fp.  350,-
Rp . 800,-
fee  BOO,-
Roe 1.200,-

. 1,200, -
F-it L ] ;"‘ M5
F'p- JI"I'OG'}"

S BeS BN ST S i fEm gam RSm g S B e S S mem S g R R b A e A . S e —" i e — S S Ee e S i



. e o B B e

!

1
!
I
f | Batu Kapur : Five 4004~ i
- 50, i Dolorit } Kp. 500,- }
‘51- } Kalsj.t ER,’- 500]"‘ i
22. i Batu Kcrél f Poe 500 ,- !
35, F Batu Kerikil 1 Fo. 450,- :
34,}_,-:} Grgslj:_t, Andesit, Basaltgﬂﬁ(’- ! '
. . 1 4 e n e ‘ ! Rp. —5065— 1
- 1 Aa.
% .EM : f.E/ “o "5"%2”‘) : 737 - '
. 35. | ™Tandh Liat : YA :
l ‘ ! = l
: i - Tanah Liut tahan Api ! Rpe 1.000,= !
y = Tanah Liat Ball (Ball Cla}f)i Rpe  1.000,- ;
| = Tanah Lia% untuk Bahan ! ' |
! Bangunan ( Batu Bata, Gen- | |
@ﬂ% i teng, Industri Semen). ! Rp. 500,~ |
A W 1 1
iy !
36. % Ta@ah Urueg. : Ro. 400,- !
! ' ] I
! ! '
=:===:='===_==I _________________ I
_____________ E_.,;.—.—-;t:E2‘-‘-:EELZ":::.:F'E====T‘I§===;EH=EF#F*“::=H'=!#FEEHH
PALEMBANG, 14 JANUARTI 1992,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
PROPINSI DATI | SUM.SEL SUMATERA SELATAN,
KETUA,
dto
dto

H. RAMLI HASAN BASRI
H. ZAINAL ABIDIN NING

ULSAHKAT
Uengan surat seputusan Menteri lslam Negeri
. tanggal : 16 uvktober 1992 Nomor : 540.26-1125
Uirektorat Jendral Pemerintahan vmum dan Vtonomi vaerah
Direktur Pembinsan Pemerintahan uvaerah,

Cap/dto
Urse 5 U mJd L 0N U

Pembina Utama Maaya, nip.010021794,

UTu N DK A
Valem Lembaren vaerah Propinsi Vaerah wingkat 1
Bunatera Seiatan
Nomor 4 ‘ahun 1942 Serie B.
Paga tenggal 13 - 10 ~A1992

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,,
dto

H. M. ARUB, SH



